
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat
Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat
(1) dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu
diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5067);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4704);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 694);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 108);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor
110);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal  I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang  Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2010 Nomor 110), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi  sebagai berikut:



Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Dinas
Daerah Kabupaten Belitung Timur.

(2) Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. Dinas Perhubungan;
e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
g. Dinas Pekerjaan Umum;
h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
i. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
j. Dinas Pertambangan dan Energi;
k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;
m. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan; dan

2. Ketentuan Pasal  50 ayat (1)  huruf f dan ayat (2) diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi  sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Daerah terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
2. Seksi Belanja Langsung; dan
3. Seksi Administrasi Perbendaharaan.

d. Bidang Anggaran dan Akuntansi, terdiri dari :
1. Seksi Anggaran;
2. Seksi Akuntansi dan Pelaporan; dan
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keuangan

Daerah.
e. Bidang Kekayaan Daerah, terdiri dari :

1. Seksi Inventarisasi dan Penilaian;
2. Seksi Pengendalian dan Penatausahaan; dan
3. Seksi Investasi dan Pembiayaan.

f. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
1. Seksi Pendataan dan Informasi;
2. Seksi Pelayanan, Penetapan dan Penagihan; dan
3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organiasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari
Peraturan Daerah  ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 April 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 April 2012

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Drs. M. UMAR HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 8



SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR         TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

BIDANG

ANGGARAN DAN AKUNTANSI

BIDANG

PERBENDAHARAAN
BIDANG

PENDAPATAN
BIDANG

KEKAYAAN DAERAH

SEKSI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

SEKSI
BELANJA LANGSUNG

SEKSI
ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN

SEKSI
ANGGARAN

SEKSI
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

SEKSI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

KEUANGAN DAERAH

SEKSI
INVENTARISASI DAN PENILAIAN

SEKSI
PENGENDALIAN DAN

PENATAUSAHAAN

SEKSI
INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

SEKSI
PENDATAAN DAN INFORMASI

SEKSI
PELAYANAN, PENETAPAN

DAN PENAGIHAN

SEKSI
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN

DAN PELAPORAN

KEPALA DINAS

UPTD

SEKRETARIAT

SUBBAG

PERENCANAAN DAN  EVALUASI
SUBBAG

UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAG

KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




